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ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 426/PID.B/2024/PN.LBP)

OLEH:

SEVRIANI SEMBIRING
218400072

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana penganiayaan berat merupakan salah satu kejahatan yang
memberikan dampak terhadap korban baik secara fisik, maupun psikis, Namun
dalam praktiknya tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman
pidana. Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor 426 / Pid . B /2024 / PN .
Lbp ,terdakwa di putus bebas meskipun didakwa melakukan penganiayaan
mengakibatkan luka berat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak), dan
pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dalam menangani perkara
penganiayaan berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis
penelitian yuridis normatif, jenis data adalah data primer, data sekunder, dan data
tersier. Teknik pengumpulan data berupa data pustaka, lapangan (wawancara).
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
luka berat diatur dalam pasal 351 ayat ke-2 KUHP yang berbunyi “Jika perbuatan
mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara 5 tahun. Pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam pertimbangannya menyatakan
unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan sehingga terdakwa HERMANSY AH diputus bebas. Dan pembuktian
dakwaan oleh penuntut umum terdapat adanya ketidaksesuaian antara dakwaan
dengan fakta hukum yang ada pada saat persidangan.

Kata Kunci : Putusan Bebas, Penganiayaan, Pembuktian
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ABSTRACT

ANALYSIS OF FREE DECISIONS (VRIJSPRAAK) AGAINST THE
OFFENDERS PARTICIPATING IN THE CRIME OF SEVERE TORTURE
(STUDY DECISION NUMBER: 426/P1D.B/2024/PN.LBP)

OLEH:

SEVRIANI SEMBIRING
218400072

FIELD OF CRIMINAL LAW

Serious assault is a crime that has an impact on the victim both physically
and psychologically. However, in practice, not all perpetrators of criminal acts
can be sentenced to criminal penalties. As happened in the case of Decision
Number 426 / Pid. B / 2024 / PN. Lbp, the defendant was acquitted even though
he was charged with assault resulting in serious injury. The purpose of this study
was to determine the legal rules, the judge's considerations in issuing an acquittal
(Vrijspraak), and the proof of the charges by the public prosecutor in handling
assault cases based on the verdict. The research method used is the type of
normative juridical research, the type of data is primary data, secondary data,
and tertiary data. Data collection techniques are in the form of library data, field
data (interviews). Data analysis is carried out qualitatively. The results of the
study indicate that the legal provisions against perpetrators of criminal acts of
abuse resulting in serious injuries are regulated in Article 351 paragraph 2 of the
Criminal Code which reads "If the act results in serious injuries, the perpetrator
is subject to a prison sentence of 5 years. The judge's consideration in issuing an
acquittal in his considerations stated that the elements contained in the article
charged were not proven legally and convincingly so that the defendant
HERMANSYAH was acquitted. And the proof of the charges by the public
prosecutor found that there was a discrepancy between the charges and the legal
facts at the time of the trial

Keywords: Acquittal, Persecution, Evidance
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menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar, Nabi
Muhammad SAW. Berkat pertolongan dan petunjuk-Nya, penulis dapat

menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Dengan judul “Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ; 426/Pid.B/2024/PN.Lbp)”

Dalam hal ini penulis menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini
tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari
berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai.
Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:
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perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan
inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang
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terhitung jumlahnya.

2. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari
berbagai sudut pandang, itulah sebabnya kita dapat menangkap berbagai
tanggapan tentang kejahatan yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan sehari-
hari. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau
undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan sangat merugikan
masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam
masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan
bersama menjadi baik dan tertib dengan pernyataan bahwa tidak akan ada

kejahatan apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana.'

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh
aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana pada
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata Strafbaar feit
dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin
delictum. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense

atau criminal act untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang

! Naibaho, Samuel Fernando Bofrianda et al, “Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian”. Jurnal
Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2024, Him 2
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Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP Indonesia bersumber pada
Wetboek van Strafrecht (WvS).

Larangan di tunjukan kepada suatu perbuatan, suatu keadaan yang
menimbulkan kejadian tindak pidana , barang siapa yang melakukan tindak pidana
akan diancam dengan pidana akan tetapi hal ini belum berarti bahwa setiap orang
yang melakukan perbuatan tersebut akan selalu dipidana sebab untuk memidana
seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain tidak dapat
dipidana jika tidak ada kesalahan atau dapat disebut dengan asas legalitas.’

Bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan
dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan
yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak
lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan
rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang baik.
Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor
yang dapat mengulang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada
penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi korban, baik dalam bentuk luka fisik , hingga berakibat fatal, seperti
hilangnya nyawa. Selain itu, hukum pidana telah mengatur sanksi bagi tindakan
penganiayaan, terutama jika mengakibatkan luka berat atau kematian, karena hal
ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban sebagai subjek hukum

yang berhak mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terkait tindak penganiayaan

* Taufik Yanuar Chandra., Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022),
Him 37

’ Nursya, Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada
KUHP & RUU KUHP, (Jakarta : Sinar Aksara Graflando, 2020), Hlm 17
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telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam

Pasal 351 hingga Pasal 358..°

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan dapat
didefinisikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan,
dan sebagainya), atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk
menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain yang
akibatnya semata-mata mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Adanya kesengajaan ;
b. Adanya perbuatan, dan ;

c. Adanya akibat perbuatan (dituju), yaitu rasa sakit, tidak enak pada
tubuh dan lukanya tubuh.’

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan akan
diproses sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHAP. Suatu tindak pidana
dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan
oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di
dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan
bentuknya sesuai dengan peranannya masing-masing.

Sebagaimana diketahui bahwa membantu melakukan kejahatan merupakan
salah satu bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, oleh karena itu maka
perbuatan orang yang memberi bantuan itu digantungkan kepada perbuatan pelaku

utamanya. Sifat ketergantungan (accesoris) inilah yang menyebabkan pembantuan

* Makartia Okty Risa, “Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di
Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Penganiayaan Berat”, Jurnal Verstek, Volume 4, Nomor
2,2016, Him 2

> Dikutip Dari Laman Resmi Kumparan.com ( https://m.kumparan.com/berita-terkini/arti-
penganiyaan-dalam-pasal-351-kuhp) diakses pada tanggal 27 Juli 2024 Pukul 21.27 WIB
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dikurangi sepertiga pidananya. Sehubungan dengan hal ini, dikemukaan oleh
Anwar dalam buku Aksi Sinurat bahwa : “Bilamana dilihat dari animus atau niat,
maka kehendak untuk melakukan tindak pidana sudah ada, pada orang yang
membujuk atau actor intelectualis, sedangkan pada pelaku materil atau orang
yang dibujuk melakukan tindak pidana animus atau niat itu timbul kemudian
setelah dipergunakan daya upaya tersebut, yang dibujuk tidak perlu selesai dalam
pelaksanaan tindak pidana, bahkan apabila ia melakukan percobaan atas suatu
perbuatan yang dapat dihukum, yang membujuk sudah dapat dihukum

(dipertanggungjawabkan).’

Salah satu putusan yang ada dalam hukum acara pidana adalah putusan
bebas (vrijspraak), putusan bebas (vrijspraak) adalah putusan pengadilan yang
membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan
tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya
ketentuan asas minimum pembuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti
yang sah dan disertai keyakinan hakim.” Sistem pembuktian yang semata-mata
mengandalkan keyakinan hakim, yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim,
suatu masalah dianggap terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup

membuktikan.®

Dalam sebuah putusan bebas, baik argumentasi dari penuntut umum

maupun penasihat hukum terkait kesalahan terdakwa, perbuatan yang

% lbid, Him 70

7 Sokhiatulo Buulolo, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku
Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan, Jurnal Panah Hukum, Volume 2, Nomor 1,
2023, Hlm 3

¥ Aksi Sinurat, Op.cit., Hlm 4
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didakwakan, serta keabsahan alat bukti harus dipertimbangkan dengan cermat dan
teliti. Setiap aspek dalam perkara tersebut harus dapat meyakinkan hakim. Jika
terdapat keraguan atau tidak adanya keyakinan yang cukup, maka hakim wajib
membebaskan terdakwa. Namun, jika hakim keliru dalam membebaskan
seseorang yang sebenarnya bersalah, ia hanya akan menghadapi
pertanggungjawaban yuridis akibat kesalahan dalam penerapan hukum.
Pertimbangan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjatuhkan
putusan bebas. Tidak menutup kemungkinan bahwa putusan bebas yang telah
diputuskan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

mengabaikan nilai-nilai keadilan.’

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.'’

Masalah hukum yang ada pada saat ini adalah masalah pembuktian di
pengadilan, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal
dengan “sistem negatif” (negatief wettelijk bewijsleer) dimana yang dicari oleh
hakim adalah kebenaran materiil. Yang dimaksud dengan sistem negatif adalah

suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan

? Muthia Aulia Alyda Nurestu, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak)
Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, (Surakarta, Skripsi, 2017), Hlm 2
' Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup,

dan keyakinan hakim."'

Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Peristiwa
ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2023, ketika Terdakwa (I) Hermansyah
Alias Manto bersama-sama dengan terdakwa lain diduga melakukan kekerasan
terhadap korban Muhammad Fadli di Jalan Abdul Rahman, Desa Bandar
Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun Tujuan
Terdakwa (I) Hermansyah Alias Manto turut serta melakukan kekerasan terhadap
korban Muhammad Fadli yang dengan cara melempar batu kepada korban untuk
membantu terdakwa (IT) Joko Susilo Alias Jek (dalam penuntutan berkas yang
sama) melakukan pengrusakan terhadap tanaman jagung dan durian yang di jaga
oleh Korban Muhammad Fadli. Hasil pemeriksaan Forensik yang tertulis dalam
Visum Et Repertum menjelaskan korban Muhammad Fadli bahwa telah ditemukan
luka yang sudah dijahit pada ibu jari tangan kanan, telapak tangan kanan, jari
manis tangan kanan dan punggung tangan kanan. Namun belum diketahui
jelasnya mengenai kekerasan tersebut dilakukan oleh terdakwa (I) atau tidak.
Dalam sidang perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas dan
menyatakan terdakwa (I) Hermansyah Alias Manto tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah.

Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat pelaku tindak
pidana atas peristiwa diatas merumuskan dua pasal dalam dakwaannya, alternatif

kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP, dakwaan alternatif kedua yaitu pasal

""" Munir Faudy, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, (Bandung : Citra Aditya
Bakti, 2020), Hlm 2
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351 Ayat 2 KUHP. Pasal yang didakwakan ataupun bentuk surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum sangatlah berpengaruh besar dalam pemeriksaan perkara di
persidangan dalam proses pembuktian, karena kurang telitinya Jaksa Penuntut
Umum dalam merumuskan pasal yang didakwakan atas peristiwa yang terjadi,
maka menjadi fatal akibatnya sehingga terjadi putusan hakim yang membebaskan

terdakwa. 12

Sesuai dengan fakta persidangan hakim menyimpulkan bahwa Jaksa
Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan perbuatan aktif terdakwa dalam tindak
pidana seperti pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.
Oleh karena itu dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdakwa (I) tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal yang

didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Kerangka analisis yang lebih luas penelitian terhadap Putusan PN Lubuk
Pakam Nomor 426/Pid.B/2024/PN Lbp ini menjadi penting untuk memahami
sistem peradilan di Indonesia yang berfungsi dalam kasus-kasus yang melibatkan
kekerasan fisik, khususnya yang melibatkan banyak pelaku. Penelitian putusan ini
akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum,
serta pertimbangan hakim dengan tujuan untuk memperkuat keadilan dan

kepastian hukum di masa depan.

1.2. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang

dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :

"2 Yocki Mukti Suryaga, Analisis Yuridis Putusan Bebas (Vrijspraak) Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, (Jember, 2019,Skripsi), HIm 3
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1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang
melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas
(vrijspraak) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan
mengakibatkan luka berat.

3. Bagaimana pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara pelaku

tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penelitian lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana
melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas
(vrijspraak) terhadap pelaku tindak pidana melakukan penganiayaan
mengakibatkan luka berat.

3. Untuk mengetahui pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara
pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka
berat

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi
sumbangsih  pemikiran sehingga dapat meningkatkan wawasan

pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam ilmu hukum pidana,
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penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan oleh kalangan
akademis, seperti pelajar,mahasiswa, dan lainnya.
2. Secara Praktis

Bagi para peneliti atau peminat hukum pidana dan praktisi hukum lainnya,
maka penelitian ini dapat bermanfaat dalam menganalisis permasalahan
atau putusan hakim. Penelitian ini dapat memberikan gambaran solusi dari
permasalahan yang akan diteliti dalam sudut pandang hukum pidana
positif, juga dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan
hukum dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai
penanganan kasus pelaku dalam tindak pidana penganiayaan dan
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum
dari tindak pidana penganiayaan berat.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain mengenai putusan bebas (Vrijspraak) terhadap pelaku

yang melakukan tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh :

1. Emelie Benigen, Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum
dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400005, meneliti tentang Tinjauan
Yuridis terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor
3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan
membahas :

a. Bagaimana ketentuan putusan bebas (vrijspraak) dan delik pencemaran

nama baik di media sosial dalam hukum pidana?
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b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (vrijspraak)
dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial
berdasarkan Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?

2. Ananda Aminulloh, Mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum dengan
Nomor Induk Mahasiswa 180710101252, meneliti tentang Analisis Yuridis
Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan
Nomor 444/Pid.B/2020/PN Smg). Penelitian tersebut mempermasalahkan
dan membahas :

a. Apakah pertimbangan hakim pada putusan nomor: 444/Pid.B/2020/PN
Smg dalam pembuktian unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut
umum telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah ada?

b. Apakah dakwaan pada putusan nomor : 444/Pid.B/2020/PN Smg telah
sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

3. Ade Sectiawan, Mahasiswa Universitas UIN Alauddin Makassar Fakultas
Syariah Dan Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 10400115063,
meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (vrijspraak)
dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor
1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks,mempermasalahkan dan membahas:

a. Bagaimana ketentuan hukum dalam menetapkan sebuah putusan
kepada pelaku tindak pidana?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas
terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan putusan

nomor 1933/Pid.Sus/2016/PN.Mks?
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Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Analisis Putusan Bebas
(Vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penganiayaan
Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Lubuk Pakam (Nomor

426/Pid.B/2024.PN.Lbp)”, dengan perumusan masalah dan membahas :

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang
melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat?

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas
(Vrijspraak) terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan
penganiayaan mengakibatkan luka berat?

c. Bagaimana pembuktian penuntut umum dalam menangani perkara
pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan mengakibatkan

luka berat?

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan
dari penelitian sebelumnya sehingga keaslian penelitian ini dapat di

pertanggungjawabkan secara ilmiah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas
2.1.1. Pengertian Putusan Bebas
Putusan bebas adalah suatu ketetapan mengenai putusan seseorang yang
didakwakan oleh penuntut umum sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana akan
3

tetapi tidak dapat dibuktikan secara sah dan juga meyakinkan persidangan.'

Adapun beberapa pengertian putusan bebas menurut doktrina, yaitu:

Nikolas Simanjuntak menyatakan bahwa putusan bebas yaitu apabila
kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini
membuktikan bener ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara

tidak memenuhi syarat sah dan meyakinkan.'*

Lilik Mulyadi, menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak
dapat dipidana atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan
yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan

secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Harum M. Husein, menyatakan bahwa sesuai dengan rumusan pengertian
bebas dalam pasal 191 ayat 1 KUHP, maka dapat didefinisikan bahwa yang

dimaksud putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa

'3 Ade Setiawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,(Makassar,2019,Skripsi), Him 17

'* Nikolas Simanjuntak, Acara Indonesia Dalam Sirkus Hukum (Bogor: Ghalia
Indonesia,2021), Him.24

' Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat
Dakwaan,Eksepsi,dan Putusan Pengadilan (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), HIm127
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dari dakwaan, karena menurut pengadilan terdakwa tidak terbukti sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.'®

Pada pokoknya, putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di
dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, indikator yang
digunakan dalam memutus seorang bebas adalah sebagaimana diatur secara
limitatif di dalam pasal 191 ayat (1) KUHP “Jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di
dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa

diputus bebas,”

Lebih lanjut, penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa
“yang dimaksud dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim
atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum

acara pidana ini.

Dapat disimpulkan, putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena
dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah yang
diatur pada pasal 184 KUHAP dan tidak adanya keyakinan hakim bahwa

terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.'’

Adapun dalam hal ini putusan bebas, terdapat satu adagium yang cukup
konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu lebih

baik membebaskan seribu orang bersalah (in dubio pro reo). Hal yang ditekankan

' Harum M.Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum (Jakarta : Sinar Grafika 2013),
Him.108
7" Ibid, Hlm 17
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adalah bahwa seseorang hakim tidak boleh ragu dalam memutus bersalah

Seseorang. 18

2.1.2. Penilaian Putusan Bebas

Secara yuridis, seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila majelis hakim

menilai bahwa:

1. Pembuktian yang dilakukan dalam persidangan tidak memenuhi asas
pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2. Tidak terpenuhi batas minimum pembuktian yang disyaratkan.

Pada poin pertama, maksudnya adalah bahwa bukti-bukti yang diperoleh
dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan
ketidakcukupan tersebut juga tidak menimbulkan keyakinan pada hakim.
Sedangkan pada, poin kedua mengacu pada keadaan di mana kesalahan yang
didakwakan hanya didukung oleh satu alat bukti, dan menurut ketentuan Pasal
183 KUHP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdapat
minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 191
ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya bergantung pada penilaian dan

keyakinan hakim.

Beberapa alasan yang mendasari putusan bebas antara lain:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sama sekali,

di mana seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup

'8 Suyanto, Hukum Acara Pidana, (Taman Sidoarjo : Zifatama Jawara,2018), Hlm 137-
138
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membuktikan kesalahan tersebut. Akibatnya, perbuatan yang didakwakan
dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena alat bukti yang
diajukan dinilai tidak cukup atau tidak memadai.

2. Hakim secara objektif menilai bahwa pembuktian terhadap kesalahan
terdakwa tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang ditetapkan
oleh hukum.

3. Putusan bebas juga dapat didasarkan pada keyakinan hakim yang menilai
bahwa kesalahan yang terbukti secara formal tidak cukup untuk
meyakinkan dirinya. Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183
KUHP menghendaki pembuktian menurut undang-undang secara negatif,
di mana selain didukung oleh alat bukti yang sah, kesalahan terdakwa juga
harus diyakini oleh hakim. Jika keyakinan tersebut tidak terpenuhi, maka
meskipun secara formal kesalahan terdakwa terlihat terbukti, hakim tetap

berhak menjatuhkan putusan bebas.

Dengan demikian, apabila berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim
sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHP, pengadilan negeri
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan kesalahan terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat

(1) KUHP."”

¥ Lila Alfhataria Hayumi, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perusakan, (Bandar Lampung, 2018, Skripsi), Him 24
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum
pidana serta disertai ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.
Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana, yaitu strafbaar feit.
Kata straf berarti pidana atau hukuman, baar memiliki arti dapat atau boleh,
sementara feit berarti tindakan. Namun, para pembentuk undang-undang tidak
memberikan definisi jelas mengenai makna strafbaar feit, sehingga dalam doktrin
hukum muncul berbagai pendapat tentang konsep tersebut. Menurut Simons,
strafbaar feit merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan
tindakan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Namun,
menjelaskan hukum positif dengan menggunakan teori semata dianggap berisiko.
Simons memberikan definisi yang lebih spesifik karena hanya menyatakan bahwa
pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan muncul jika dilakukan dengan
sengaja.”’

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Pompe. Menurutnya, strafbaar feit
secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma atau
gangguan terhadap ketertiban hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja
maupun tanpa kesengajaan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dianggap
sebagai suatu keharusan guna menjaga ketertiban hukum dan menjamin

kepentingan umum. Berbeda dari Simons, Pompe berpendapat bahwa suatu

*» Andi Sofyan,Nur Anisa, Hukum Pidana,(Makassar : Pustaka Pena Pers,2014), Him 97-
98
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pelanggaran norma tidak harus dilakukan dengan sengaja agar dapat dianggap
sebagai strafbaar feit.

Selain pendapat dari para ahli Eropa, sarjana Indonesia seperti Moeljatno
juga memberikan definisi mengenai strafbaar feit. Moeljatno memilih istilah
"perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari strafbaar feit dan merumuskannya
sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana bagi siapa saja yang
melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan atau
menghambat terciptanya tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyaraka®'

2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis,

yaitu:**

1. Delik formal dan delik materil

a. Delik formal merupakan delik yang penekanannya terletak pada
perbuatan yang dilarang. Delik ini dianggap selesai ketika perbuatan
sebagaimana yang tercantum dalam rumusan delik telah dilakukan.

b. Delik materil adalah delik yang titik beratnya berada pada akibat
yang tidak diinginkan (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai
apabila akibat yang tidak diinginkan tersebut benar-benar terjadi.
Jika belum, maka perbuatan tersebut paling banyak hanya dapat

dianggap sebagai percobaan.

! Ibid
* Lukman Hakim, Asas-asas hukum pidana,(Yogyakarta: CV Budi Utama,2020),
Him 11
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2. Delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis per
omissionem commisa

a. Delik commissionis adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran
terhadap suatu larangan, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang,
seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.

b. Delik omissionis merupakan delik yang terjadi akibat pelanggaran
terhadap suatu perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang
diwajibkan atau diperintahkan.

c. Delik commissionis per omissionem commisa adalah delik yang pada
dasarnya merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan (delik
commissionis), tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

3. Delik dolus dan delik culpa

a. Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan dalam
perbuatannya.

b. Delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan sebagai
bagian dari unsur tindak pidana tersebut.

4. Delik tunggal dan delik berganda

a. Delik tunggal merupakan delik yang cukup terjadi hanya dengan satu
kali perbuatan.

b. Delik berganda adalah delik yang baru dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana apabila dilakukan dalam beberapa kali perbuatan..”

3 |bid, Hlm 12
18

Document Accepted 9/5/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)9/5,/25



Sevriani Sembiring - Analisis Putusan Bebas ( Vrijspraak) terhadap pelaku Tindak Pidana...

5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung Delik yang
berlangsung terus adalah delik yang memiliki karakteristik di mana keadaan
yang dilarang terus berlanjut dalam suatu rentang waktu tertentu.

6. Delik aduan dan bukan delik aduan

a. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut jika ada
pengaduan dari pihak korban.
b. Delik bukan aduan adalah delik yang penuntutannya tidak memerlukan

adanya pengaduan dari korban.

2.2.3. Subjek Tindak Pidana

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan pidana, pada dasarnya
yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen), ini dapat

disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :**

1. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata :
“barang siapa yang”, kata “’barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari
pada “orang”.

2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis yang dapat dikenakan kepada
tindak pidana,yaitu:

a. Pidana pokok :
1) Pidana mati

2) Pidana penjara

** Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktik, (Jakarta : Kepel
Pers,2019), Him 134
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3) Pidana kurungan
4) Pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan
b. Pidana tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Diumumkannya keputusan hakim®
Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya
hanya dapat dikenakan pada manusia.

c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang
dilihat ada/tidaknya kesalahan para terdakwa memberi petunjuk bahwa
yang dapat di pertanggungjawabkan itu adalah manusia.

d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu

merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam perkembangannya, apakah hanya manusia yang dapat melakukan
tindak pidana, ataukah badan hukum juga dapat menjadi pelaku? Dalam KUHP,
terdapat pasal yang seolah-olah menyinggung hal ini, yaitu Pasal 59. Namun,
pasal ini tidak secara tegas menyatakan bahwa badan hukum, perkumpulan, atau
badan (korporasi) lainnya dapat dipidana. Pasal tersebut justru menegaskan bahwa
yang dapat dikenakan pidana adalah orang yang bertindak atas nama suatu
korporasi. Selain Pasal 59, terdapat pula pasal lain dalam KUHP yang mengatur
mengenai korporasi sebagai subjek hukum, tetapi dalam ketentuan tersebut, yang

diancam pidana tetaplah individu, bukan korporasi itu sendiri.

 |bid, Hlm 135
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Subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia, sebagaimana dijelaskan
dalam Memorie van Toelichting (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP, yang
menyatakan bahwa "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia."
Namun, pandangan ini kini telah ditinggalkan. Dalam hukum positif Indonesia,
misalnya dalam Ordonansi Barang-Barang yang Diawasi serta Ordonansi
Pengendalian Harga, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu badan
hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ordonansi-ordonansi
tersebut, maka badan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai subjek hukum
26

pidana.

2.2.4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk
menanggung akibat atas perbuatan yang dilakukannya karena melanggar hukum
pidana. Pasal 36 menegaskan : “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya
celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada
seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya
itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat dilesaikannya perbuatan terhadap pelaku
merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (sculd)
merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat
dipidananya pembuat (culpabilitas).”’

Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut

civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas

tiada pidana tanpa kesalahan. KUHPidana yang menganut kesalahan sebagai

% 1bid, Hlm 136
*" Muhammad Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika,
2015), Hlm. 371-372.
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unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak
pidana sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan
teori monistis.
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut meliputi :**
1) Kemampuan bertanggung jawab
Kemampuan bertanggung jawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan
yang normal. Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan batin
orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat
dalam kemampuan bertanggung jawab,yaitu:
a. Kemampuan untuk membeda —bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan.
2) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
a. Kesengajaan (dolus)
Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke
dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari
kesengajaan sebagai berikut:
1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

b. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kealpaan (culpa)

* Nanang Tomi Sitorus.et.all, Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana
Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia,
Riau Law Jurnal, Volume 5, Nomor 2, 2021, Hlm 234
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Asas culpa in causa merupakan suatu ada yang rasional (dapat
diterima oleh akal) Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau
terdapat adanya culpa didalam melakukan suatu perbuatan yaitu
apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai
atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia

dapat berikan.”’

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan
sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya
alasan pemaaf. Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah
alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Pandangan tersebut
diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak
pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana.
Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur
pertanggungjawaban pidana (men srea) unsur ini merupakan yang melekat
dalam sikap batin pembuatnya.Jika orang telah melakukan perbuatan
pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula
apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah
dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa
adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa sesuai
dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas “geen straf zonder schuld”

yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

2 Ibid, Hlm 235
23

Document Accepted 9/5/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)9/5,/25



Sevriani Sembiring - Analisis Putusan Bebas ( Vrijspraak) terhadap pelaku Tindak Pidana...

Dari sudut schuld ini berarti hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang
melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah
sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang
dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.
Para ahli hukum berpijak pada teori dualistis dalam memahami unsur
pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa yang
berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah “kesalahan” sebagai
perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. “Sifat melawan hukum” bukan
merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.*’

2.3. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh
atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena
luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak
adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki
oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum
yang ada. Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang
dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang

dinamakan penganiayaan adalah ;'

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

2. Menyebabkan rasa sakit

* Ibid, Hlm 236

' Munajat Kartono, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, Jurnal llmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019,
Hlm 223

24
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)9/5,/25



Sevriani Sembiring - Analisis Putusan Bebas ( Vrijspraak) terhadap pelaku Tindak Pidana...

3. Menyebabkan luka.

Menurut Sudarsono dalam bukunya Kamus Hukum, penganiayaan diartikan
sebagai perbuatan menyakiti atau menyiksa seseorang, atau dengan sengaja merusak
maupun mengurangi kesehatan orang lain. Secara umum, tindak pidana yang
menyerang tubuh dalam KUHP disebut sebagai penganiayaan. Dari segi tata bahasa,

kata "penganiayaan" merupakan kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata

n n

dasar "aniaya," yang kemudian mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an.
Sementara itu, istilah "penganiayaan" sendiri merupakan kata benda yang berasal
dari kata "aniaya," yang menunjukkan subjek atau pelaku dari penganiayaan tersebut.
Mr. M.H. Tirtaamidjaja memberikan definisi mengenai "penganiayaan" sebagai
berikut: "menganiaya" berarti dengan sengaja menyebabkan seseorang mengalami
rasa sakit atau luka. Namun, suatu tindakan yang mengakibatkan sakit atau luka pada

orang lain hanya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan apabila tindakan tersebut

tidak dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan tubuh.

Istilah hukum Memorie Van Toelichting merumuskan bahwa penganiayaan
diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan pada tubuh atau kesehatan
seseorang. J.M. Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu
tindakan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, harus memenuhi tiga kriteria

berikut:

a. Setiap perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau
perasaan tidak enak,dilarang. Namun, terdapat pengecualian dalam hukum
pidana bagi peristiwa tertentu yang diatur dalam undang-undang, di mana

tindakan yang menyebabkan perasaan tidak senang dapat dibenarkan.
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b. Pengecualian juga dapat terjadi apabila tidak terdapat kesalahan sama
sekali, yaitu dalam situasi di mana pelaku bertindak dengan itikad baik
atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa tindakannya dibenarkan,
tetapi keyakinan tersebut didasarkan pada suatu kekeliruan yang dapat
dimanfaatkan.

c. Kata tambahan "Mis" dalam mishandeling (penganiayaan) menunjukkan
bahwa tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau perasaan tidak
senang dilakukan secara melawan hukum. Namun, apabila tindakan
tersebut dilakukan sesuai dengan ilmu kesehatan, maka tindakan tersebut
tidak dianggap sebagai penganiayaan dan tidak dilarang dalam hukum
pidana. Oleh karena itu, hakim harus membebaskan terdakwa dalam kasus
semacam itu.”?

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan
harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M.Van
Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

Seorang ahli hukum, R. Soesilo, menjelaskan bahwa penganiayaan harus
dilakukan dengan sengaja serta tanpa maksud yang dibenarkan atau melebihi batas
yang diizinkan. Menurut H.R., dalam kata kerja "menganiaya" sudah terkandung
unsur kesengajaan. Kesengajaan tersebut harus diarahkan pada tindakan yang
menyebabkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit, kecuali jika memiliki tujuan
lain yang diperbolehkan.Berbeda dengan Simons yang menentang perumusan yang
dikemukakan oleh H.R, dimana oleh simons berpendapat bahwa setiap pemberian

sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan

32 |bid, Him 34
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yang diperbolehkan atau tidak. Jadi Simons seolah-olah memasukkan juga seperti
mengejutkan atau membuat susah orang lain.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap
tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356
KUHP, Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci
mengenai penganiayaan.”>

2.3.2. Jenis-Jenis Penganiayaan
Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa, yang juga disebut sebagai penganiayaan pokok atau
bentuk standar, diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pada dasarnya, penganiayaan ini
mencakup semua bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori
penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan.Mengamati pasal 351 KUHP
maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat
maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya
tiga ratus rupiah. (ayat 1)

b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. (ayat 2)

c) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (ayat 3)

» Hiro.R.R.Tompodung.dkk, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang
Mengakibatkan Kematian, Jurnal Lex Crimen, Volume 10,Nomor 4, 2021, Hlm 4

27
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/5/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)9/5,/25



Sevriani Sembiring - Analisis Putusan Bebas ( Vrijspraak) terhadap pelaku Tindak Pidana...

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak keschatan. (ayat 4).*
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Ketentuan mengenai penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
Menurut pasal ini, penganiayaan ringan dikenakan ancaman hukuman maksimal
tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah, asalkan tidak termasuk dalam
rumusan Pasal 353 dan 356 serta tidak menyebabkan rasa sakit atau hambatan
dalam menjalankan jabatan maupun pekerjaan. Hukuman tersebut dapat
ditambah sepertiga jika penganiayaan dilakukan terhadap seseorang yang
bekerja pada pelaku atau berada di bawah perintahnya. Dalam Pasal 352 ayat (1)
KUHP, penganiayaan ringan didefinisikan sebagai penganiayaan yang tidak
menyebabkan sakit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan tugas atau
pekerjaannya sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan :

a) Bukan berupa penganiayaan biasa

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah,
istri atau anaknya terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena
menjalankan tugasnya yang sah

c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan dan pencaharian >

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
Seorang ahli hukum, Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menjelaskan bahwa
"direncanakan terlebih dahulu" berarti terdapat suatu jangka waktu, betapapun

singkatnya, untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Dalam

** KUHP Bab XX Pasal 351 Ayat (1).(2).(3).(4)
% KUHP Bab XX Pasal 352 ayat (1)
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perencanaan ini, tidak diperlukan selang waktu yang lama antara saat
merencanakan dengan waktu melakukan penganiayaan berat atau pembunuhan.
Sebaliknya, meskipun terdapat selang waktu yang tidak terlalu singkat, belum tentu
dapat dikatakan ada perencanaan yang dilakukan dengan tenang. Semua itu
bergantung pada keadaan konkret dari setiap peristiwa.

Unsur penganiayaan berencana dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan

berencana jika memenuhi syarat-syarat :

a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam
suasana batin yang tenang.

b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai
dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga
dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain :

a. Resiko apa yang akan ditanggung.

b. Bagaimana cara dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk
melaksanakannya.

c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.

¢) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan
suasana hati yang tenang.>

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)*’

Penganiayaan berat, dimuat dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya

adalah sebagai berikut:

3¢ KUHP Bab XX Pasal 353 Ayat (1),(2),(3)

37 Dikutip dari laman resmi pojok hukum.com,(https://www.pojokhukum.com/klasifikasi-
penganiayaan-menurut-kitab-undang-undang-hukum-pidana-lama/), pada tanggal 07 Agustus
2024, Pukul 18.00 WIB
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1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena
melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama
delapan tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam
pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan
berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.

Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mengenainya.

Kesengajaan pada pasal diatas ditunjukkan kepada melukai berat orang lain,
bukan hanya nyeri atau lebam, tetapi luka berat. Luka berat yang dipandang
membahayakan nyawa, dipandang sebagai luka berat. Penganiayaan Berat

Berencana (Pasal 355 KUHP)

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*®

38 KUHP Bab XX Pasal 355
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
3.1.1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan

seminar proposal dan perbaikan online.

Bulan

September | Oktober | Desember | Januari Maret Keterangan

No | Kegiatan 2024 2024 2024 2025 2025

112(3[4]1[2]3 [4[1 |2[3]4][1]2]3]4 [1][2]3]4

Pengajuan
Judul

Seminar
Proposal

3. Penelitian

Penulisan
dan
Bimbingan
Skripsi

Seminar
Hasil

Sidang
Meja Hijau

3.1.2. Tempat Penelitian
Mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi

sumber utama dalam penelitian ini,maka sepatutnya penulis melakukan penelitian di
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tempat penelitian ini dipilih karena Pengadilan

Lubuk Pakam tersebut tempat diputusnya perkara Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp.
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3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada
atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Istilah lain dari penelitian normatif adalah penelitian doktriner yang disebut dengan
penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner,
karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis
atau bahan-bahan hukum yang lain. Disebut juga dengan penelitian perpustakaan
ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap

data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.”
3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (Library search). Sumber

data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang
No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 351 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan, dan peraturan

yang berkaitan dengan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana

%% Suratman.,H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum,(Bandung : Alfabeta,2015)
Him 67
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yang melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka Berat dalam Putusan

Nomor 426 /Pid.B /2024 /PN .Lbp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan
yang bersumber dari buku-buku, literature, jurnal hukum, dan
pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan

pemikiran-pemikiran dalam mempelajari objek penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

a. Library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan melakukan
penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni Undang-Undang,
buku-buku, putusan hakim Nomor 426/Pid.B/2024/PN.Lbp , dan
artikel jurnal.

b. Field research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan
penelitian langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam dengan cara melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam, Yaitu Ibu Ade Zulfina Sari, SH.Hum.
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3.2.3. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan,
mengorganisasikan data berupa bukti yuridis yang relevan dengan skripsi yang
bersumber dari undang-undang, KUHP, peraturan pemerintah serta fakta-fakta
hukum di lapangan secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan
jawaban terhadap permasalahan, Penelitian ini menggunakan metode analisis
secara kualitatif.

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan
ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

Penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data
diperoleh maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, seperti
melakukan penyisihan atau pengelompokan data guna mempermudah pembaca
dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan
masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data

kualitatif, *°

0 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Him. 105
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
4.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan
penganiayaan mengakibatkan luka berat, dasar hukum yang mengaturnya
pada pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang
menjelaskan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

2. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I
Hermansyah berdasarkan putusan Nomor: 426/Pid.B.2024/PN.Lbp dalam
perkara tindak pidana penganiayaan sudah tepat, dikarenakan dalam
pertimbangannya sudah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan alat bukti
yang ada. Dalam pertimbangannya Hakim menyebutkan kurangnya alat bukti
berupa batu dan juga saksi yang menerangkan terdakwa I Hermansyah
melakukan penganiayaan terhadap korban MUHAMMAD FADLI, selain itu
tidak adanya bukti petunjuk yang menunjukkan kesesuaian antara keterangan
para saksi dan keterangan para tersangka sehingga terdakwa dibebaskan.

3. Pembuktiaan dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan putusan Nomor:
426/Pid.B.2024/PN.Lbp  ditemukan kegagalan penuntut umum dalam
membuktian unsur tindak pidana penganiayaan terhadap terdakwa I
HERMANSYAH dan kegagalan dalam menghadirkan alat bukti berupa batu

yang diuraikan penyidik Pada tahap pra-penuntutan.
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4.2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui aparat penegak hukum atas
pengaturan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
luka berat agar lebih memfokuskan dan menitikberatkan regulasi terkait
pembuktian sehingga keputusan hakim tidak hanya bergantung pada formalitas
alat bukti, tetapi juga keadilan bagi korban

2. Diharapkan Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan hak-hak
korban dengan memperhatikan fakta yang ada pada persidangan yang pada
dasarnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dapat memberikan
dampak yang kecil maupun besar karena hakim merupakan aparat penegak
hukum.

3. Diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut pada
tahap Pra Penuntutan dapat meneliti dengan cermat dan menggali seluruh fakta
hukum terkait perbuatan masing masing terdakwa berdasarkan alat bukti yang
ada dalam berkas perkara. Apabila alat bukti tersebut masih belum memadai
maka Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) kepada penyidik
untuk mencari alat bukti tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam

mendakwakan terdakwa sehingga tidak terjadi kembali putusan bebas.
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PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pertimbangan ibu selaku majelis hakim yang menangani perkara ini,
yang menilai suatu terdakwa itu bersalah atau tidaknya?

» Dalam menilai kesalahan terdakwa, pertama-tama kami meninjau dakwaan yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk pasal yang didakwakan.
Misalnya, dalam perkara ini, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 170 KUHP, yang
merupakan delik materil. Artinya, fokus utamanya adalah pada akibat yang ditimbulkan
dari perbuatan tersebut, seperti adanya luka pada korban.Selanjutnya, kami memeriksa
hasil visum et repertum untuk memastikan dampak fisik terhadap korban. Kami juga
mencocokkan visum tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
termasuk keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Misalnya, terdakwa mengakui
melempar batu, dan saksi juga mengonfirmasi hal tersebut. Namun, kami harus
memastikan apakah lemparan tersebut benar-benar mengenai korban.Dalam kasus ini,
terdakwa merupakan kakak beradik. Kakaknya terbukti melakukan kekerasan secara
langsung, sedangkan adiknya hadir di lokasi namun tidak menyebabkan akibat langsung
terhadap korban. Karena unsur delik materil tidak terpenuhi untuk adiknya, maka ia

dibebaskan

2. Dalam perkara ini terdakwa yang bernama Hermansyah als Manto dinyatakan bebas

dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kenapa hakim membebaskan
terdakwa? Apakah unsur subjektif dan objektif tidak terpenuhui?

» Pembebasan terdakwa bukan disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur subjektif dan

objektif, melainkan karena tidak terpenuhinya unsur delik materiil dalam Pasal 170

KUHP. Unsur "barang siapa" sudah terpenuhi, karena terdakwa adalah individu yang

sehat dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Namun, unsur melakukan

kekerasan di muka umum bersama-sama tidak terbukti, karena perbuatan terdakwa
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tidak menyebabkan akibat fisik langsung kepada korban.Selain itu, dalam konteks
Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, terdakwa tidak

menunjukkan peran aktif yang memenuhi kriteria tersebut

3. Dalam putusan ini disebutkan bahwa terdakwa Hermansyah tidak berada di lokasi
saat kejadian. Bagaimana Majelis Hakim memastikan ketiadaan Hermansyah di TKP?
Apakah ada bukti atau saksi yang mendukung alibi tersebut selain pernyataannya
sendiri?

» Keyakinan kami didasarkan pada keterangan saksi, termasuk saksi a de charge yang
menyatakan bahwa terdakwa tidak berada di TKP. Meskipun demikian, keberadaan
terdakwa di TKP bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Yang lebih penting
adalah apakah kehadirannya di lokasi kejadian menimbulkan akibat hukum terhadap

korban

4. Selanjutnya mengenai keterangan beberapa saksi yang menyebutkan adanya
keterlibatan Hermansyah secara tidak langsung (Seperti, membawa batu untuk
membela tredakwa Joko Susilo). Mengapa majelis Hakim tidak menganggap tindakan
tersebut sebagai upaya mendukung tindak pidana?

» Dalam hukum pidana, tidak ada konsep "mendukung" tindak pidana secara tidak
langsung. Yang dinilai adalah apakah seseorang melakukan atau turut serta secara
aktif dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, meskipun terdakwa berada di lokasi
dan diduga melempar batu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatannya

menyebabkan akibat langsung terhadap korban.
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5. Apakah ada keraguan yang signifikan dalam alat bukti atau kesaksian yang diajukan
jaksa penuntut umum sehingga tidak cukup untuk membuktikan Hermanyah
bersalah?

» Terdapat beberapa keraguan, di antaranya adalah ketiadaan alat bukti fisik seperti
batu yang diduga digunakan terdakwa. Selain itu, tidak ada saksi yang secara
langsung melihat terdakwa melempar batu ke arah korban. Keraguan ini menjadi
salah satu pertimbangan dalam memutuskan bahwa unsur tindak pidana tidak

terpenuhi

6. Dalam dakwaan Jpu menuntu dalam dakwaan ada 2 pasal yaitu pasal 351 dan pasal
170, kenapa majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam
pasal 351 terhadap terdakwa Hermansyah als manto?

» Pasal 351 KUHP biasanya diterapkan untuk terdakwa tunggal. Dalam kasus ini,
terdapat lebih dari satu terdakwa sehingga pasal tersebut tidak relevan kecuali jika
digabungkan dengan Pasal 55 KUHP. Selain itu, Pasal 170 KUHP lebih sesuai karena

mengatur tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum.

7. Menurut ibu selaku majelis hakim, jika kurangnya alat bukti lantas mengapa di tahap
penyidikan kepolisan saudara Terdakwa Hermanyah ditetapkan sebagai Tersangka?
Dan apakah Jaksa Penuntut Umum tidak membaca dahulu bukti-bukti yang
diseerahkan oleh penyidik? Dan apakah bukti yang diajukan JPU itu tidak dapat
mempertanggungjawabkan oleh terdakwa Hermansyah?

» Penetapan sescorang sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan
penilaian awal mereka. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menilai proses
tersebut dalam putusan pengadilan. Namun, prinsip asas praduga tak bersalah tetap

berlaku hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap
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8. Bagaimana majelis hakim memastikan bahwa keputusan ini dapat mencerminkan rasa
keadilan? Dan apakah majelis hakim yakin bahwa putusan ini tidak akan menciptakan
preseden hukum yang mebahayakan, dimana seseorang yang berperan mendukung
tindakan kekerasan bisa dengan mudah beralibi dan lolos dari tanggung jawab hukum?

» Putusan diambil berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah di
persidangan. Kami yakin bahwa putusan ini tidak akan menciptakan preseden hukum
yang berbahaya karena setiap kasus dinilai berdasarkan bukti dan fakta spesifik yang
menyertainya. Kami juga memastikan bahwa unsur-unsur delik, baik materil maupun

formil, telah diuji secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan

104

Document Accepted 9/5/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)9/5,/25





